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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uaraian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang 

diajukan di depan, yaitu : 

1. Aborsi karena perkosaan diperbolehkan menurut ketentuan Undang-

Undang Kesehatan karena tiga alasan sebagai berikut : 

a. Secara yuridis dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang kesehatan, aborsi karena perkosaan bukan merupakan 

perbuatan pidana lagi (dekriminalisasi) dan tidak diancam dengan 

pidana (depenalisasi) jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut 

b. Secara Psikologis perempuan yang mengalami KTD karena perkosaan 

akan mengalami trauma yang mendalam. Hal tersebut akan berdampak 

negatif, baik terhadap perempuan yang mengalami KTD akibat 

perkosaan, sehingga perempuan tersebut akan mengalami trauma dan 

tekanan batin yang luar biasa, maupun terhadap perkembangan janin 

hasil perkosaan yang dikandungnya, maka dalam hal ini aborsi dapat 

dilakukan untuk mengeliminir (mengurangi) tarauma dari perempuan 

yang menderita tekanan batin tersebut. 
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c. Secara medis aborsi dengan alasan perkosaan diperbolehkan karena 

dengan cara yang ditempuh tersebut perempuan yang mengalami 

trauma dan tekanan batin yang amat sangat lambat laun akan terbebas 

dari trauma dan tekanan batin yang dialaminya 

2. Kebijakan hukum pidana terhadap aborsi karena perkosaan terkait etika   

kedokteran dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Dari sekian banyak alasan untuk melakukan aborsi yang ada dalam 

konsep RUU Amandamen Undang-Undang Kesehatan, akhirnya hanya 

dipilih tiga alasan untuk dapat dilakukannya aborsi, salah satunya 

adalah kehamilan karena perkosaan 

b. Meskipun ada pertentangan antara hukum dan etika terkait aborsi 

karena perkosaan, namun hal ini dapat diharmonisasikan dengan asas 

Lex Certa untuk mencapai kepastian hukum, sehingga yang berlaku 

adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang kesehatan, karena etika kedokteran yang diatur dalam 

Permenkes yang statusnya lebih rendah harus tunduk pada Undang-

Undang Kesehatan yang lebih tinggi derajatnya. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan yang memperbolehkan aborsi dengan alasan kehamilan akibat 
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perkosaan, maka perlu diadakan revisi terhadap KODEKI agar dalam hal 

aborsi dapat sinkron dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2009 

2.  Diperbolehkannya aborsi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan medis, 

sehingga dalam praktiknya tidak mebawa akibat yang lebih buruk bagi si 

ibu. 

3.  Diperlukan peranan pemerintah yang aktif dalam hal mengantisipasi 

mengenai kehamilan yang tidak dikehendaki dengan cara pencanangan 

program sosialisasi yang masiv (berkelanjutan atau terus menerus) 

mengenai :  

a. Kesadaran terhadap kesehatan perempuan.  

b. Bahaya dilakukannya aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan 

komplikasi-komplikasi yang tak terduga dan bahkan dapat 

menyebabkan kematian.  

c. Mengurangi tingkat angka aborsi dengan cara menampung anak yang 

tidak dikehendaki di dalam satu badan yayasan sosial.  

d. Peningkatan peraturan dan pengawasan di lingkungan kos.  

e. Peningkatan upaya penegakan hukum dengan menindak tegas 

terhadap tindak pidana aborsi sehingga menimbulkan efek jera.  

4. Diperlukan peranan orang tua untuk membimbing anak-anaknya dengan 

menanamkan pendidikan agama sebagai dasar pergaulan hidup, memberi 

pendidikan moral dan perilaku yang baik serta melakukan pengawasan. 
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